KEPALA DESA TENGKLIK
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA TENGKLIK
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TENGKLIK,

Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1)
huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat
digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada
penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan
pandemic Corona Virus Disease (COVID-19);

b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor
40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang
Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian ¢ point 3 yaitu
penetapan pemenerima manfaat Bantuan Langsung
Tunai (BLT) Desa;

c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa
Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai
Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk
pencegahan penanganan dampak virus Corona dan
kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);

d. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu
menctapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar
Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana
Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19),



Mengingal

Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950  tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebhagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Dacrah Tingkat [ Karanganyar
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
5587),scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang
Cipta Kerja  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi

Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 34);
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0.

10.

11.

12,

13.

Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid
-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
5694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah



14.

15.

16.

17.

14,

19,

20,

Tertingeal dan Tranamigrasi Nomor 11 Tahun 2019
fentang Prioritaa Penggunaan Dana Deaa Tahun 2020
(Berita Negara Republile Indoneaia Tahun 2019 Momaor
1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal can
Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
367);
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019
tentang Pedoman Umum  Pembangunan  Dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indoesia Nomor
222/ PMK.07/ 2020 tentang tentang Pengelolaan Dana
Desa (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 164 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6
Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor
06);
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
acrah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun
2020 Nomor 10);
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2018
tentang Dafltar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di
Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah  Kabupaten
Karanganyar Tahun 2018 Nomor 65);
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa  (Berita Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 18);
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 100 Tahun 2020

tentang Penjubaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
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22,

23

24,

25.

26.

27.

28.

29.

Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021
(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020
Nomor 106);

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Desa di
Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2021 Nomor 2);

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (
Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020

Nomor 6);

. Keputusan Bupati Karanganyar nomor 360/660 tahun

2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa
Penanganan Corona Virus Diaease 2019(Covid-19)
Kabupaten Karanganyar;

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 94 Tahun 2020
tentang Pedoman  Penyusunan,Perubahan dan
Pertanggungajawaban Anggaran Belanja Desa tahun
2021(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun
2020 Nomor 94)

Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 142/1415
Tahun 2020 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa
tahun 2021

Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 142/1415
Tahun 2020 tentang Penetapan BesaranBagian dari
Hasil Pajak daerah dan Restribusi daerah Kepada Desa
tahun 2021

Peraturan Desa Tengklik Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tengklik
Tahun 2018 Nomor 1 );

Peraturan Desa Tengklik Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
periode 2019-2024 (Lembaran Desa Tengklik Tahun
2019 Nomor 8 );

Peraturan Desa Tengklik Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tengklik (Lembaran

Desa Tengklik Tahun 2019 Nomor 4 );




Memperhatilan

Menetapkan

Sural Edaran Menteri Dean Pembangunan  Daerah
Tertinpggal dan Tranamigrasi Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 2020 tangpal 24 Maret 2020 tentang Desa
Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai
Desn,

Surat Iidaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal
Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa,

. Surat Sckretaris Dacrah Kabupaten Karanganyar nomor

142/1928.14, tanggal 16 April 2020 tentang Prioritas
Pengunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Untuk
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

MEMUTUSKAN

PERATURAN KEPALA DESA TENGKLIK TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1.

2
3.
4.

6

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

Kecamatan adalah Kecamatan Tawangmangu

Desa adalah Desa Tengklik

Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 19435.

. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan
urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

-Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut

dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayvah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan  prakarsa  masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistern pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

- Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa

meliputi kewenangan  di - bidang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa,  pelaksanaan Pembangunan  Desa,
Pembinann  Kemasyarakatan  Desa, dan Pemberdaynan
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Masyarakal Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul dan adat istiadat Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

_Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut

dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan

11.

nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan
Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa
untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,

selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana
Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6
(enam) tahun.

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat

RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa

yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya

disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan

vang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan
kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran

18.

pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan
belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk
membiayai  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat
Desa.

Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara
lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi,
dan wabah penyakit.,



19, Pandemi Corona Virus Discase (COVID-19) adalah skala
penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19)
yang lerjadi sccara global di seluruh dunia.

20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat
BLT Dcsa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga
miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari
Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat
adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Pengunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,
peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan
kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah
Desa.

Pasal 3

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka
penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:

a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
b. Jaring pengaman sosial di Desa.

(2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa
kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga
yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan,
belum terdata menerima Program Keluarga Harapan
(PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra
kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang
rentan sakit menahun/kronis.

(4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan
desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;

(5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai
(BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;

(6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh
pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less)
getiap bulan,

(7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,-
(enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama
12 (Dua belas) bulan, dan diberikan mulai bulan Januari
Jfebruari dst selama 1(Satu) tahun.




Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dcngan
penempatannya dalam Berita Desa Tengklik.

Ditetapkan di Desa Tengklik
- padaﬁ.nggal , 28 Desember 2020

/* _KEPAILADESA TENGKLIK ,

Diundangkan di DESA TENGKLIK
pada tanggal, 28 Desember 2020

SEKRETARIS DESA TENGKLIK,

A

LARTO
BERITA DESA TENGKLIK TAHUN 2020 NOMOR 8



LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA TENGKIK
NOMOR : 8 TAHUN 2020
TANGGAL : 28 Desember 2020

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)

DESA TENGKLIK KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021

. Nomor Hasil Verifikasi | Besaran
‘ N ' N No KK Rekening Memenuhi Anggaran |
NO hama Qo NIK A].amat Srayat (MS) . P\p-
i 2 3 4 5 6 7 5 E
1 Memenuhi 1 300.000
Sono Pawiro 3313062605051854 3313061607350001 Salere RT 02 RW 10 Syarat ;
|
2 Memenuhi : 300.000
Kromo Suwiryo Ny 3313062605051858 3313064107400003 Salere RT 01 RW 10 Syarat l
3 Salere RT 02 RW 10 Memenuhi 300.000
Rajiyem Kariyo Dirjo 3313062503100005 3313064107350005 Syarat
4 Memenuhi { 300.000
, Sumami 3313062605053044 3313064107720058 | Sodong RT 01 RW 09 Syarat | 1
| 5 Memenuhi 300.000 |
§ Dwi Paryanto 3313062011080009 | 3313062109890002 | Guyon RT 01 RW 04 Syarat 1
' | Giyem Kromo Sentono | 3313062605054832 3313066011290001 04 Syarat ‘.
| |
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N

Memenuhi 300.000
Sunardi 3313060601100005 3313063112780012 Guyon RT 03 RW 03 Syarat

Memenuhi 300.000
Ambar Rudiyanto 3313062303150003 | 3313060809890004 | Plalar RT 03 RW 01 Syarat

Dipindai dengan Camscanner



DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT

DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DESA TENGKLIK KECAMATAN TAWANGMANGU
KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN 2021
NO NAMA ALAMAT JUMLAH TANDA TANGAN

1

Sono Pawiro Salere RT 02 RW 10 300.000,-
2 300.000,-

Kromo Suwiryo Ny Salere RT 01 RW 10
3 - Os"

. . . Salere RT 02 RW 10 900:00

Rajiyem Kariyo Dirjo
4 300.000,-

Sumarni Sodong RT 01 RW 09
5 300.000,-

Dwi Paryanto Guyon RT 01 RW 04
6 300.000,-

Giyem Kromo Sentono | Ngemplak RT 01 RW 04
7 300.000,-

Sunardi Guyon RT 03 RW 03
8 300.000,-

Ambar Rudiyanto Plalar RT 03 RW 01

AT
BPALA-DBESA TENGKLIK,

N%,

Yy
e

A4 TN



BERITA ACARA

MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN KELUARGA MISKIN CALON
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA DESA

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh Delapan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh
bertempat di Aula Balai Desa Tengklik, telah diadakan Musyawarah Desa tentang : Pembahasan dan
Penetapan Usulan Data Keluarga Miskin Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai dari
Dana Desa tahun 2021.

Musyawarah ini dipimpin oleh Ketua BPD dan diikuti Kepala Desa beserta perangkat desa,
anggota BPD, Kctua LPM dan anggota, Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat desa sebagaimana
daftar hadir terlampir, yang menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Menetapkan Usulan Keluarga Miskin Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai dari

Dana Desa sebagaimana lerlampir,

2. Data sebagaimana point 1, selanjutnya akan diverifikasi ditingkat kabupaten untuk kemudian
ditetapkan menjadi Data Penerima Bantuan Langhsung Tunai dari Dana Desa;
3. Keputusan musyawarah ini bersifat final dan tidak dapat diganngu gugat.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-hrgiatnya,dan dapat dipergunakan sebagaimana

perlunya.
1. Katua BPD ( Bambang Purwadi)

2. KepalaDesa (Paidin,AMd)
3. Anggota BPD (Prayitno,S.Kom)

4, Katua LPM ( Widoyo Munarko)

5. Tokoh Perempuan ( Wiyati) e %fﬁ ......




